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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Hasil analisis datayang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel Upah Minimum (X31), secara Parsial berpengaruh Positif dan
signifikan sebesar 0.3907terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Kupang.
VariabelPengangguran (Xz), secara parsialberpengaruhpositifdan signifikan
sebesar 0.9402terhadap variabel Kemiskinan (Y) di Kota Kupang dan
Variabel Pedidikan (X3) secara parsial berpengaruh Positif dan signifikan
sebesar 0.0748. terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Kupang.
2. Upah Minimum (X3), Pengangguran (Xz) dan Pendidikan (X3) berpengaruh
secara simultan sebsar0.3907terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Kupang.
6.2 Saran
Dari hasil penelitian, Maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, terus memperhatikan Kemiskinan yang ada di Kota
Kupang. Dimana pemerintah daerah Kota Kupang salah satunya membuka
lapangan pekerjan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan
mengurangi tingkat pengangguran. Dengan mengurangnya tingkat
pengangguran maka ptingkat Kemiskinan akan semakin menurun.

2. Memberantas Kemiskinan adalah salah satu pencapaian yang baik yang
harus di lakukan Pemerintah Kota kupang maka dari itu peningkatan taraf
pendidikan harus menjadi fokus utama dalam Pembangunan Ekonomi

masyarakat.
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3. Dengan Tingkat Kemiskinan yang rendah, Pemerintah diharapkan dapat
menemukan solusi baru dalam memberantas kemskinan yang terjadi Di
Kota Kupang dengan menemukan Lapangan Pekerjaan baru agar angkatan
kerja di Kota Kupang bisa terserap dengan baik.

4. Peneliti berharap, untuk peneliti selanjutnya harus mampu memberikan
dan mengembangkan penelitian dan pengembangan variabel-variabel
bebas seperti Upah Minimum, Pengangguran dan Pendidikan terhadap

Kemiskinan di Kota Kupang.
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